
 

MANAJEMEN RISIKO INDEKS ( MRI)  

DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 

 

 Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko 

yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko 

tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan 

organisasi. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penyelenggaraan pengendalian intern organisasi.  

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun 

Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan penyelenggara tugas dan 

fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Transisi  Tahun 2024-

2026 dan Renstra Transisi Pedoman pengelolaan risiko yang ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko pemerintah daerah 

dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan 

kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, 

pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan 

risiko. 

 MRI disusun di awal tahun sejalan dengan Rencana Kerja  Organisasi Pemerintah 

Daerah ( OPD). Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah menyusun Manajemen 

RIsiko Indeks  (MRI) Tahun 2024. MRI terdiri : 

1. MRI Sasaran / MRI Strategis dengan penanganggung jawab kepala Dinas ( kepala 

OPD).  

Kepala OPD memiliki sasaran Strategis : 

a. Indikator Keluarga sehat ( IKS) dengan target 0.36 

Untuk mencapai target IKS 0.36 ada 12 aktifitas yang harus dilakukan : 

1) Keluarga berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana 



2) Ibu melakukan persalinan di fasilias Kesehatan resmi 

3) Bayi memperoleh imunisasi dasar lengkap 

4) Bayi mendapatkan ASI eksklusif 

5) Tumbuh kembang bayi dan balita selalu dimonitor setipa bulan 

6) Penderita TB berobat sesuai ketentuan 

7) Yang mengalami tekanan darah tinggi berobat secara teratur 

8) Seluruh anggota kemuarga bebas rokok 

9) Seluruh keluarga yang tercantum dalam KK menjadi anggota JKN 

10)  Memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum 

11)  Keluarga merupakan pengguna jamban sehat 

12)  Keluarga dengan gangguan jiwa tidak ditelantarkan 

b. Prosentase Desa Siaga dengan target 23% 

Untuk mencapai target desa siaga 23%, aktifitas/ yang harus  dilakukan sbb : 

1) Terbentuknya Forum Masyarakat desa/kalurahan 

2) Kader pemberdayaan Masyarakat/kader Kesehatan desa/kalurahan 

siaga aktif 

3) Kemudahan akses Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan dasar 

yang memberikan pelayanan setiap hari 

4) Posyandu dan UKB lainnya aktif 

5) Dukungan dana untuk kegiatan Kesehatan di desa/kalurahan yang 

bersumber dari Pemerintah desa/kalurahan, masyarakat dan dunia 

usaha 

6) Peran serta masyarkat dan organisasi kemasyarakatan 

7) Praturan kepala desa atau peraturan Bupati/Walikota 

8) Pembinaan PHBS di rumah tangga 

 

2. MRI Kegiatan / MRI Operasional dengan penanggungjawab kepala Bidang, 

meliputi semua kegiatan yang ada di Dinas kesehatan, ada 16 Kegiatan di 4 

Program Kesehatan dan 1 Program penunjang pemerintah 

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upya Kesehatan 

Masyarakat, memiliki 4 kegiatan : 



1) Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabuapten/ Kota 

3) Penyelengaraan System Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Daerah Kabupaten /Kota 

Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, memiliki 3 

Kegiatan : 

1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 

2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 

3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Program Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman, memiliki 6 

Kegiatan :  

1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, 

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 

2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan 

Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 

Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 

3) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan 

Rumah Tangga 

4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan 

(TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 

Minum (DAM) 

5) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra 

Makanan Jajanan 

6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada 

Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, memiliki 3 Kegiatan : 



1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /kota, memiliki 6 

Kegiatan : 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Semua sasaran baik yang strategis maupun Operasional dilakukan managemen 

resiko, kemungkinan dimana akan terjadi resiko Kecurangan dan dimana terjadi 

resiko Kemitraan. 

Proses dalam Manajemen RIsiko dimulai dari : 

1. Lingkungan Pengendalian yang merupakan  Laporan Hasil Review ( LHR), 

Laporan Hasil   Evaluasi ( LHE) maupun Laporan Hasil Analisis ( LHA) dengan 

pemeriksa resmi seperti Inspektorat Kabupaten, BPKP Propinsi maupun Badan 

Pemeriksa Keuangan ( BPK). Lingkungan Pengendalian ini yang merupakan 

Integrasi dengan SPIP, yang tertuang dalam Penyusunan Rencana Tindak 

Pengendalian ( RTP). Lingkungan Pengendalian memiliki 8 Unsur : 

1) Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika 

2) Unsur Komitmen Terhadap Kompetensi 

3) Unsur Kepemimpinan yang Kondusif 

4) Unsur Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan 

5) Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat 



6) Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 

Pembinaan Sumber Daya Manusia 

7) Unsur Perwujudan APIP yang efektif 

8) Hubungan Kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait 

Dari 8 unsur ini sebaiknya ada pemahaman di semua Aparatur Sipil Negara 

(ASN), sehingga ketika ada baik LHR, LHE maupun LHA segera untuk 

ditindak lanjuti sesuai dengan proses. 

 

Tabel 1 . Lingkungan pengendalian yang berupa LHA, LHR, LHE dari 

Inspektorat 

1. Penetapan resiko:  baik yang Strategis maupun yang Operasional. Sebaiknya 

dalam penetapan resiko seharusnya memperhatikan resiko tahun sebelumnya 

yang belum tercapai yang dapat dilihat dari capaian tribulan ( E-Monev), SAKIP, 

LKJiP namun penyusun belum melakukan hal tersebut karena keterbatasan 

pemikiran, dalam hal ini kerja Tim sangatlah dibutuhkan dengan arahan dari 

Pejabat Struktural yang memiliki Kewenangan. 

Dalam penetapan reiko ini tercantum : 

1) Sasaran OPD : IKS dan Desa Siaga 



2) Sasaran Operasional yang merupakan indicator setiap kegiatan yang 

sudah ditetapkan di Renstra Transisi 2024-2026 

 

Tabel 2. Sasaran kepala Dinas beserta targetnya 



 

 



 

 

Tabel 3 : Kegiatan Kepala Bidang beserta targetnya. 

 

 

 



2. Identifikasi Resiko : baik yang Strategis maupun yang Operasional. 

Identifikasi resiko mencantumkan aktifitas yang akan dilakukan untuk mencapai 

Sasaran OPD bagi Resiko Strategis dan aktifitas yang dilakukan oleh Kepala 

Bidang untuk mencapai target indicator yang telah ditetapkan dalam Kegiatan.  

 

 

Tabel 4 : Identifikasi Resiko Kepala Dinas 



 

Tabel 5 : Identifikasi Resiko Kepala Bidang 

 

3. Analis Resiko di Strategis dan Operasional : dari sekian aktifitas yang akan 

dilakukan untuk mencapai target tujuan OPD yang telah ditetapkan di 

Penetapan Resiko dan di Identifikasi Resiko dilakukan Analis Resiko dengan 

mengisi Quisioener ke Selurah Karayawan minimal 60% karyawan mengisi 

questioner tersebut untuk menentukan Priorotas Resiko yang harus dikerjakan. 



 

 

Tabel 6 : Analis Resiko Kepala Dinas 



 

 

Tabel 7 : Analis Resiko Kepala Bidang 

 

4. Resiko Prioritas tetap ada Strategis dan Opersaional : yang telah didapatkan 

dari hasil quisioner ditetapkan menjadi Resiko Prioritas  yang harus 

ditindaklanjuti. 

 

Tabel 8 : Resiko Prioritas Kepala Dinas 

 



 

Tabel 9 : Resiko Prioritas Kepala Bidang 

 

5. Kegiatan Pengendalian Strategis maupun Operional ; disusun rencana 

aktivitas apa yang akan dilakukan untuk mengendalikan kemungkinan resiko 

yang terjadi, dimulai dari informasi komunikasi, pemantauan/monitoring dan 

evaluasi, jika masih terjadi resiko di laporkan kejadiannya resikonya.

 

Tabel 10 : Kegiatan Pengendalian 8 unsur 

 

Tabel 11  : Kegiatan Pengendalian Kepala Dinas 

 



 

Tabel 12 : Kegiatan Pengendalian Kepala Bidang 

 

Setelah disusun aktifitas pengendalian mulai melakukan aktifitas Informasi 

dan Komunikasi (F8), Pemantauan (F9) dan Kejadian Resiko (F10). Setiap 

informasi dan komunikasi yang disampaikan baik melaIui surat, wa, wa grup, surat 

edaran  dan lainnya harus disertai bukti dukung yang di upload dalam aplikasi MRI. 

Begitupun dengan hasil pemantauan yang dilakukan melalui rapat koordinasi , 

kunjungan Lokasi dan lainnya. 

Jika ada kejadian resiko dilaporkan lengkap beserta bukti resiko yang terjadi. 

  Manajemen Resiko Indeks sudah disusun di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banyumas, namun masih perlu ditingkatkan kualitas resiko yang ditetapkan. 

Penetapan resiko seharusnya dilakukan secara Fokus Discusion Grup ( FGD) 

dengan melibatkan penanggungjawab  MRI Strategi maupun MRI Operasional 

sehingga lebih berkualitas. Manajemen resiko berkelanjutan belum dilaksanakan, 

belum mengevaluasi capaian tahun sebelumnya yang belum tercapai. Keterlibatan 

karyawan dalam mengisi quisioner memenuhi syarat, akan lebih baik lagi jika lebih 

banyak lagi yang berpartisipasi khususnya programmer pada masing masing 

aktifitas. Masih ada hambatan dalam penyajian data dukung , programmer belum 

terbiasa menyusun laporan hasil aktivitasnya, masih bingung membedakan 

F8,F9,F10. Evaluasi  manajemen resiko dilakukan secara berkala per semester. 


